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 Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jual Beli Hewan Qurban di Desa Kureksari 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini menjawab pertanyaan, bagaimana 
mekanisme jual beli hewan kurban di desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten 
Sidoarjo?., serta bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli hewan kurban di desa Kureksari 
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?. 
 Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di 
tempat jual beli kambing di Desa kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis 
menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
mendeskripsikan data mengenai praktik jual beli hewan kurban, kemudian 
dianalisis dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan. Serta diambil kesimpulan dari anasisi tersebut sesuai dengan teori jual 
beli menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.  
Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, bahwasanya kegiatan praktek jual 
beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo, dapat 
merugikan pembeli dengan tidak menjelaskan atau memberikan informasi dengan 
jelas kepada pembeli terkait kecacatan hewan kurban yang dimilikinya. Kedua, 
menurut pandangan hukum Islam, praktek jual beli hewan kurban tersebut 
tidaklah diperbolehkan karena terdapat unsur gharar dan tadlis atau tipuan dalam 
ketidak jelasan informasi dari penjual. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli ketentuan No. 2 point 1 dan ketentuan 
No. 7 point 1 menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan 
jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Keduanya wajib 
memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 
  
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran seharusnya di dalam 
praktek jual beli hewan kurban di tempat tersebut, di dalam praktek jual belinya 
harus memperhatikan hewan kurban yang telah memenuhi ketentuan dan syarat 
sah hewan kurban agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dan juga seharusnya 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah setempat mengeluarkan fatwa khusus 
untuk penyelenggaraan serta syarat hewan kurban yang sesuai dengan syariat 
Islam, agar supaya masyarakat mengetahui, memahami dan mengerti tentang 
hewan kurban yang sah dan agar supaya penjual hewan kurban tidak mudah untuk 
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Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
A. Konsonan 
No Arab Indonesia Arab Indonesia 
 ṭ ط ‘ ا .1
 ẓ ظ B ب .2
 ‘ ع T ت .3
 gh غ Th ث .4
 f ف J ج .5
 q ق ḥ ح .6
 k ك Kh خ .7
 l ل d د .8
 m م dh ذ .9
 n ن r ر .10
 w و z ز .11
 h ه s س .12
 ’ ء sh ش .13
 y ي ṣ ص .14
   ḍ ض .15
Sumber:  kate L. Turabian A. Manual of Writers of Term Papers, 





1. Vocal Tunggal (monoftong) 
Tanda dan Huruf 
Arab 
Nama Indonesia 
  َ  fatḥah a 
  َ  kasrah i 
  َ  ḍammah u 
Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 
hamzah berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf berḥarakat sukun. 
Contoh: iqtiḍā’ (اقتضاء ) 
 




































2. Vocal Rangkap (diftong) 
Tanda  dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Ket. 
ْـــــَــيْ  fatḥah dan ya’ ay a dan y 
 fatḥah dan wawu aw a dan w ـــــَـــوْ 
Contoh : bayna  ( بين) 
  : mawḍū ‘ ( موضوع  ) 
 




Nama Indonesia Keterangan 
 fatḥah dan alif ā ــــــَــــا
a dan garis di 
atas 
 kasrah dan ya’ ῑ i dan garis di atas ـــــــِـــي
 ḍammah dan wawu ū ـــــــُـــو
u dan garis di 
atas 
Contoh : al-jamā‘ah  ( الجماعة) 
  : takhῑr  ( تخيبر ) 
  : yadū ru    (يدور ) 
 
C. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi muḍāf) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 
Contoh  : sharῑ‘at al-Islām (شريعة االسالم) 




D. Penulisan Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan 
 


































penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama, 
tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.  
 
 





































A. Latar Belakang Masalah 
Hakikat manusia sebagai mahluk sosial merupakan fitrah yang telah   
ditetapkan oleh Allah Swt. Suatu hal yang paling mendasar dalam 
memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat adalah saling 
membutuhkan satu sama lain. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang 
semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam 
pemenuhan hidup dibutuhkan berbagai macam cara bermuamalah. 
Bermuamalah merupakan segala bentuk transaksi yang 
diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.1 Maka Allah Swt 
telah memberikan kebijaksanaan bermuamalah dalam lapangan ekonomi, 
seperti contoh jual beli, dimana kegiatan jual beli banyak ditemukan di 
masyarakat, maka dari itu manusia harus membangun sistem jual beli yang 
sesuai dengan nilai-nila Islam, karena ajaran muamalah akan melarang 
manusia untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rizki.2 Sesuai 
firman Allah SWT dalam al-Quran yang memperbolehkan jual beli terdapat 
dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
ب  . م  الر   رَّ ح  لَّ الله اْلب ْيع  و  أ ح   وا ..... و 
                                                             
1Remy Sjahdeini Sutan, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 128. 
2 Abdul Rahmat Ghazaly et al, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010), 
24. 
 



































Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-
baqarah: 275)3 
Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli dalam Islam 
diperbolehkan, manusia diperbolehkan mengembangkan akad jual beli 
sesuai kebutuhan, karena di dalam jual beli terdapat transaksi yang 
menguntungkan kedua belah pihak, asalkan dari kegiatan jual beli tersebut 
tidak terjerumus ke arah riba, dan Allah melarangnya.  
Akad jual beli menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang 
menyebabkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang 
dan harga). Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta 
dimengerti dan dipahami oleh penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual 
berupa perorangan atau individu, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum. Kemudian terkait nilai dan harga pembayaran barang yang 
dijual belikan harus dinyatakan secara pasti pada saat akad dan pembayaran 
harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur atau 
bertahap. 
Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.4 
Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, dan dapat 
merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi tidak sah. 
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Diponegoro, 2010, 47. 
4 Musafa’ah Suqiyah. dkk, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I, (Surabaya: IAIN SA Press, 
2013), 61. 
 



































Akan tetapi yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan 
batasan syariat dalam praktik jual beli, sehingga sebagian besar praktik jual 
beli yang terjadi dimasyarakat dipenuhi dengan unsur kezaliman dan 
penipuan. 
Orang yang melalukan kegiatan jual beli harus berdasarkan pada 
prinsip dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, dalam hal ini 
bertolak ukur pada kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Adapun landasan 
hukum yang berasal dari Hadits Rasulullah Saw bersabda:  
ا ال اض  ع ْن ت   ب ْيع  قال النبي صل الله عليه وسلم  إ نَّم   )رواه ابن ماجاه(ر 
Artinya: Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya sahnya jual beli atas 
dasar kerelaan”. (Hadits Riwayat Ibn Majah).5 
Islam menganjurkan dalam jual beli didasari unsur kerelaan antara 
pihak pembeli dan penjual. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang 
dilakukan mengandung manfaat, menghindarkan kerugian (terutama 
pembeli) yang ditimbulkan dalam jual beli tersebut serta tidak mengandung 
aspek gharar. Sesuai firman Allah Swt dalam Q.S an-nisa’ ayat 29 yang 
berbunyi: 
                                                             
5 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al- Qazwayni, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Kairo: Dar al- 
Ihya’ al- Kutub al- Arabiyyah, 1952), 737. 
 



































ل  ا الَّ ا ْن ت ك ْون  ي   ال ك ْم ب يْن ك ْم ب اْلب اط  ن ْوا ال  ت أْك ل ْوا ا ْمو  م  ْين  ا  ا الَّذ  ا يُّه 
ْنك ْم  اٍض م   ةً ع ْن ت ر  ار  ال   َ  ت ج  ا نَّ اللّٰه  ك ان  ب ك ْم  َ  ا ا نْف س ك ْم ت قْت ل وْ  و 
ْيًما ح   ر 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka-sama suka diatara kamu, Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. (Qs. An-Nisa: 29)6 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin 
memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi 
berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi, ataupun 
transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi)7. 
Dalam fiqih muamalah, salah satu bentuk ketidak jelasan dalam transaksi 
jual beli disebut dengan istilah ghar̵ar. Ghar̵ar berarti suatu manifestasi yang 
menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, 
namun memunculkan kebencian. Transaksi yang terdapat unsur ghar̵ar 
dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk 
dilaksanakan 
Selain ghar̵ar yang dilarang dalam jual beli adalah tadlis. Ghar̵ar dan 
tadlis hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, 
diakatakan tadlis jika informasinya hanya diketahui oleh salah satu pihak 
dan dengan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan. Sedangkan 
                                                             
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Diponegoro, 2010, 83. 
7 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir AL-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26- 
27 
 



































gharar penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang 
lengkap tentang kualitas objek transaksi. 
Tujuan dari uraian diatas bahwa semua transaksi baik dalam ibadah 
maupun muamalah ada norma hukum yang mengatur termasuk transaksi 
jual beli dalam Islam yang lepas dari syarat, rukun, perjanjian, kerjasama 
ataupun yang lainnya. Aturan-aturan tersebut tidak lain untuk menjamin 
keselamatan hidup manusia baik agama, nyawa, akal dan harta bendanya.8 
Hal ini membuktikan bahwa umat Islam mempunyai konsep dan pedoman 
yang jelas dalam bermuamalah khususnya dalam transaksi jual beli, namun 
dalam praktik secara keseluruhan banyak hal yang menjadikan persoalan 
yaitu tentang pemahaman masyarakat dalam menjalankannya, bahkan 
menjadi antagonisme dalam seiring berkembangnya zaman. 
Sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap 
hewan kurban di momentum hari raya Idul Adha, maka meningkat pula 
pemenuhan stok hewan kurban yang berada di berbagai daerah khusunya 
Jawa Timur. Setiap tahun di buka sentra lapak jual beli hewan kurban di 
kota-kota besar, sepertihalnya di Desa Kureksari Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo. 
Desa Kureksari setiap momentum hari raya Idul Adha menjadi 
tempat sentra lapak jual beli hewan kurban, sehingga banyak para penjual 
                                                             
8 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 
24. 
 



































dari berbagai daerah datang untuk menjual hewan kurban, lapak jual beli 
hewan kurban dibuka sepuluh hari sebelum hari raya Idul Adha.  
Momentum hari raya Idul Adha tidak hanya peluang bisnis yang 
memjanjikan bagi para penjual hewan kurban, disamping itu pemahaman 
tentang syarat sah jual beli hewan kurban memiliki peran yang sangat 
penting dimiliki oleh penjual dan pembeli. Banyaknya permintaan hewan 
kurban di sentra lapak Desa Kureksari melatarbelakangi sebagian penjual 
dengan sengaja mencampur hewan yang tidak memenuhi syarat sah hewan 
kurban demi mendapatkan keuntungan lebih. 
Pada hasil temuan di sentra lapak Desa Kureksari kecamatan Waru 
kabupaten Sidoarjo, terjadi praktik jual beli sebagian hewan kurban yang 
dijual tidak memenuhi syarat dan ketentuan hewan/binatang kurban, 
penjual memanfaatkan ketidak tahuan pembeli terhadap kondisi-kondisi 
hewan yang akan di beli, seperti menjual kambing belum cukup umur, 
kambing cacat dan kurang sehat atau penyakitan, padahal dalam hadits 
tidak diperbolehkan menyembunyikan (kepalsuan/kecacatan) dan 
melakukan penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual 
beli keduanya. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 
tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penjualan 
hewan kurban. Oleh sebab itulah penulis ingen menganalisis judul 
mengenai “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
 



































MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari 
Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo”. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 
timbul permasalahn yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuan 
penelitian, yaitu sebagai berikut; 
1. Minimnya pengetahuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan hewan 
kurban. 
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli hewan 
kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
3. Praktik  jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru 
kabupaten Sidoarjo. 
4. Pembeli kurang memahami kondisi hewan kurban yang kurang syarat. 
5. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 tentang jual beli hewan kurban di Desa Kureksari 
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
Dari beberapa identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak 
meluas dan lebih fokus, maka penulis membatasi hanya dua permasalahan 
yaitu;  
1. Praktik  jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru 
kabupaten Sidoarjo. 
 



































2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 tentang jual beli hewan kurban di Desa Kureksari 
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah 
tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan dan menyusun rumusan 
masalah sebagai berikut; 
1.  Bagaimana mekanisme jual beli hewan kurban di Desa Kureksari 
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?. 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 
telah ada. Berdasarkan deskipsi tersebut, posisi penelitian yang akan 
dilakukan harus dijelaskan.9 
Pertama, “Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Daging Kurban 
dengan Sistem Kornet di rumah Zakat Indonesia Cabang Surabaya 
                                                             
9 Ibid., 8. 
 



































Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Farihin.10 Dalam penelitian ini, 
penulis menjelaskan tentang faedah pembagian daging kurban dengan 
menggunakan sistem kornet, karena biasanya pembagian selalu dilakukan 
dalam bentuk pembagian daging yang masih segar, akan tetapi rumah 
zakat ini mencoba mengolah daging tersebut dalam bentuk kornet. Hal ini 
dilakukan untuk mengawetkan daging tersebut dalam bentuk kornet, 
karena jika diawetkan jangka waktunya lebih tahan lama. Disislain rumah 
zakat ini juga mempunyai target penyaluran diluar wilayah. penyaluran 
daging kurban dalam perspektif hukum Islam tersebut tidak bertentangan 
dengan syariat Islam, karena menurut kebanyakan ahlul ilmi bahwa 
menyimpan daging kurban adalah boleh. 
Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan 
dan Penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo” yang 
ditulis oleh Lutfi Rizki.11 Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada 
pembiayaan hewan kurban yang pembiayaannya digunakan dari uang kas 
Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo. Akan tetapi biaya perawatan dan 
pelaksanaan penyembelihan ditanggung orang yang berkurban, karena 
panitia tugasnya hanya membantu dalam pelaksanaan penyembelihan 
hewan kurban. Menurut hukum Islam pembiayaan tersebut tidak 
bertentangan dengan syari’at. 
                                                             
10 Farihin, Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Daging Qurban dengan Sistem Kornet di rumah 
Zakat Indonesia Cabang Surabaya (Perspektif Hukum Islam), (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah,  2006). 
11 Lutfi Rizki Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan 
Penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo, (Skripsi IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah,  2008). 
 



































Ketiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh 
Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin 
Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh 
Dina Malisa.12 Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang aplikasi 
transaksi jual beli kulit hewan kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa 
Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dan kebolehan transaksi 
jual beli kulit hewan kurban menurut pandangan Tokoh Agama setempat, 
jika dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam 
penetapan hukum Islam yaitu maslahah. 
Keempat, “Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid 
dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Farida Lutfiawati.13 
Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana transaksi 
atau akad jual beli daging kurban yang hasil penjualan daging kurban 
tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Masjid Baitul Mu’min di 
Sukodono. Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik jual beli ini tidak 
diperbolehkan, karena proses ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
dimana daging kurban tidak boleh dipejualbelikan sebagaimana dijelaskan 
dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 28. 
Kelima, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh 
Agama Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Lelang di Desa 
                                                             
12 Dina Malisa, Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual  Beli 
Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten 
Gresik, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah,  2010). 
13Farida Lutfiawati, Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mu’min Sukodono Tahun 2003-2006, (Skripsi IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2007). 
 



































Pantarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis 
oleh Miqdad Asadullah.14 Skripsi ini ditekankan pada transaksi jual beli 
kulit hewan  kurban  dengan sistem lelang dan pandangan tokoh agama 
Islam Desa Pantarsewu Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo  
tentang  transaksi  jual  beli kulit hewan  kurban dengan sistem lelang 
ditinjau dari konsep al-maslahah al-mursalahnya. 
Dengan demikian, penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam 
Dan Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Jual Beli 
Terhadap Jual Beli Hewan Qurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 
kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis 
mengkaji tentang praktik jual beli hewan kurban dan syarat ketentuan 
hewan kuraban, di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, 
dan analisis hukum Islam dan fatwa dsn mui No. 110/dsn-mui/ix/2017 
tentang jual beli  terhadap jual beli hewan kurban di Desa Kureksari 
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
E. Tujuan penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
penulis   uraikan di atas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini 
sebagai berikut; 
                                                             
14 Miqdad Asadullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual 
Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Lelang di Desa Pantarsewu Kecamatan Tanggulangin 
Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 
2012). 
 



































1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli hewan kurban di 
Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
 
F. Kegunaan Hasil penelitian 
 Dari penelitian yang di lakukan diharapkan dapat memberi 
kemanfaatan, baik manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat parkatis 
seperti berikut: 
1. Aspek Teoritis 
 Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam 
mekanisme jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru 
kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN 
MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, sehingga dapat dijadikan informasi 
bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian 
lebih lanjut. 
2. Aspek Praktis 
 Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna dan 
 



































dapat dijadikan pedoman dalam rangka penambahan referensi tentang 
jual beli hewan kurban. 
G. Definisi Oprasional 
Defini Oprasional menentukan penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat oprasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih 
memudahkan dan menyederhanakan serta bisa di jadikan acuan dalam 
menelusuri menguji ataupun mengukur variabel tersebut melalui 
penelitian.15 
Dalam Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa 
DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli terhadap jual beli 
hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, 
dalam meningkatkan potensi lokal ini. Maka perlu di berikan definisi yang 
jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu; 
Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 
perkara, dan sebagainya). 
                                                             
15 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan 
Skripsi..,9 
 



































Hukum Islam : Yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah S.W.T 
untuk manusia melalui Nabi Muhammad S.A.W, baik 
berupa Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi.16  Dalam 
hal ini hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadist 
dan pendapat fuqoha’ yang membahas tentang 






: Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti 
tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat 




: Jual beli hewan kurban merupakan tukar menukar 
barang dengan barang atau barang dengan uang atas 
dasar suka sama suka melalui tata cara yang telah 
ditentukan oleh syariat. Hewan kurban meliputi unta, 
sapi, kambing dan domba. Dalam kajian penelitian 
ini, jual beli hewan kurban antara penjual dan 
pembeli. 
Ketentuan terhadap hewan kurban yang boleh 
diperjualbelikan yakni hewan yang telah ditentukan, 
cukup umur, tidak ada unsur cacat seperti pincang, 
                                                             
16 Ahmad el Ghandur, Perspektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma’mun Muhammad Murai 
dari Al-Madhakal ila as-Shari’at al-Islamiah, (Yogyakarta: Pustaka Fahim, 2006), 7. 
 



































terpotong telinga, buta, dan memenuhi syarat.17 
Ketentuan tersebut harus dipenuhi sehingga jual beli 
tersebut dikatakan syah menurut syariat. Sedangkan 
jual beli hewan kurban di desa Kureksari kecamatan 
Waru kabupaten Probolinggo, yang bertentangan 
dengan hukum Islam dan fatwa MUI yaitu jual beli 
hewan kurban yang belum cukup umur, terdapat 
unsur cacat dan penipuan. 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 
research) ialah suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk 
memperoleh data dan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan permasalahan praktik jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan rapi dan benar, maka 
penulis akan menjelaskan mengenai metode penulisan skripsi, sebagai 
beriku; 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di 
atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut: 
a. Data yang berkaitan dengan praktik jual beli hewan kurban. 
                                                             
17 Zaenal Abidin, Fiqh Ibadah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 125 
 



































b.  Data tentang analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli hewan kurban. 
2. Sumber data 
Sumber data yang ada di dalam penelitian merupakan faktor yang 
sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil 
penelitian.18 Dalam penelitian ini sumber data meliputi data primer dan 
sekunder, sebagai berikut; 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data utama 
yang berasosiasi langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang praktik 
jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten 
Sidoarjo, berupa: 




2) Pihak pembeli hewan kurban: Yevi 
3) Pihak Panitia Hewan Kurban: Sodik 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu tempat diperolehnya data dari buku, 
tesis, skripsi dan literatur lainnya terkait objek penelitian. Adapun sumber 
                                                             
18 Lexy J Moleong, Motode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010), 11. 
 



































data sekunder dalam penelitian ini yang berhubungan dengan masalah 
kegiatan jual beli, sebagai berikut; 
1) Fiqih Muamalah, Muhammad Yazid 
2) Fikih Muamalah, Rachmat Syafe’i. 
3) Fikih Muamalah, Saiful Jazil 
4) Hukum Sistem Ekonomi Islam, Mardani 
5) Hadith Hukum Ekonomi Islam, Suqiyah Musafa’ah. 
6) Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Sahroni Oni. 
7) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 
tentang jual beli. 
8) Fiqih Muamalah, Nasrun Haroen. 
9) Fikih Muamalah Kontemporer, Abu Azam Al Hadi 
10) Hasbi Ash Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah 
11) Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.  
12) Fiqh Ibadah, Zaenal Abidin 
13) Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
14) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 
yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.19 Adapun 
                                                             
19 Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Prenadamedia, 2014), 138. 
 



































penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data anatara 
lain sebagai berikut; 
a. Observasi  
Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan 
pemeriksaan atau pencatatan mengenai fakta-fakta yang terjadi 
terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah praktil jual 
beli hewan kurban. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu dialog yang diarahkan pada suatu masalah 
tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 
lebih berhadapan secara fisik.20 Adapun wawancara yang dilakukan terkait 
dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual 
beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi ialah suatu usaha untuk mengumpulkan data-data 
kualitatif yang berisi bebrapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data 
tersimpan dalam bentuk dokumen.21 Data di peroleh adalah data berupa 
foto hewan kurban pada saat pembelian. 
 
 
                                                             
20 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235. 
21 Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83. 
 



































4. Teknik Pengolahan Data 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil pencarian sumber-
sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan berikut ini; 
a.  Editing 
Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh 
dengan memilih data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi 
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan 
serta relevansinya dengan permasalahan.22 Teknik ini digunakan penulis 
untuk mengecek kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan 
digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.23 Dalam hal ini peneliti 
akan melalukan editing terhadap data dan dokumen terkait  perjanjian serta 
hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli hewan 
kurban. 
b. Organizing 
Organizing adalah menyusun dan mengatur data yang diperoleh 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta memilah data yang telah diperoleh. Dalam 
hal ini peneliti akan menyusun data dari hasil wawancara terkait objek 
yang diteliti, sehingga bisa sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 
 
                                                             
22 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
23 Kusaeri, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 218. 
 




































Analizing merupakan suatu peroses menganalisis sebuah data hasil 
dari teknik editing dan organizing yang berfungsi untuk menjawab 
rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal agar memperoleh 
kesimpulan.24 Dalam hal ini penulis menganalisis data yang ada dengan 
analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 
terhadap praktik jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan 
Waru kabupaten Sidoarjo. 
5. Teknik Analisis Data 
Dari proses pengumpulan data, selanjutnya akan dianalisis secara 
kualitatif, dan memperoleh hasil data deskriptif25 yang berarti adalah 
mendeskripsikan data mengenai praktik jual beli hewan kuran, kemudian 
dianalisi dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan. Serta diambil kesimpulan dari anasisi tersebut sesuai dengan 
teori jual beli menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang 
diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab 
selanjutnya saling berkaitan, dan setiap bab dibagi kedalam beberpa 
                                                             
24 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 
271. 
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1988), 136. 
 



































subbab. Dibawah ini penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam 
skripsi ini. 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi; latar 
belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua yaitu teori tentang jual beli menurut Hukum Islam dan 
fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, dalam bab ini mencakup 
pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. 
Bab ketiga membahas tentang jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari kecamatan Waru Sidoarjo dan praktik jual beli hewan kurban, 
bab ini meliputi sub sub bahasan, yaitu; sub bab pertama membahas 
tentang gambaran umum Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten 
Sidoarjo, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis, kondisi 
sosial dan ekonomi. Sub bab kedua membahas pelaksanaan jual beli 
hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
Bab keempat ialah berisi tenang analisis hukum Islam dan Fatwa 
DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli hewan 
kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. 
Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan 
isi pembahasan skripsi, yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah 
dan disertai dengan saran yang ditunjukkan kepada pihak yang 
bersangkutan dalam penelitian ini. 
 



































AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI 
No. 110/DSN-MUI/XI/2017 
 
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli berasal dari kata al-bay’u yang memiliki arti mengambil 
dan memberikan sesuatu.Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-
bay’u yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang 
lain.1 Sedangkan secara terminologi jual beli ialah: 
a. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-
mal).2 
b. Penukaran benda dengan benda lain atas dasar kerelaan atau 
memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai dengan cara 
diizinkan agama. 
c. Tukar menukar sesuatu yang di ingin dengan yang sepadan melalui 
cara tertentu yang dibolehkan oleh syara’. 
d. Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 
dan kepemilikan, menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.3 
                                                             
1Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),  18. 
2Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah 
(Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.  
3Ibid., 75. 
 



































e. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau 
pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang 
diizinkan.4 
Dalam pandangan ulama madzab terdapat beberapa pendapat, yaitu: 
1. Madzhab Hanafi 
Menurut madzab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta 
atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 
disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta 
membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut 
dilakukan dengan ijab qabul. 5 
2. Madzhab Maliki 
Menurut madzab Maliki, jual beli atau bai’ menurut istilah 
ada dua  pengertian, yaitu: 
a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang 
mencakup akad salam dan lain sebagainya. 
b. Pengerian untuk satu satuan dari beberapa satuan yakni 
sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak 




                                                             
4Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 
158. 
5 Mustofa imam,  Fiqih Muamalah Kontemporer , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21. 
 



































3. Madzhab Hanbali 
Menurut madzab Hanbali jual beli menurut syara’ adalah  
menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang 
mubah  
dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.  
4. Madzhab Shafi’i 
Ulama madzab Shafi’i mendefinisikan bahwa jual beli 
menurut syara’ adalah akad penukaran harta dengan harta dengan 
cara tertentu.6 
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, bisa 
berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka 
dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang 
tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan 
uang pengganti barang tersebut. Atau dengan kata lain, jual beli 
adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri 
untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri 
untuk membayar harganya. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu 
dengan lainnya, salah satunya ialah jual beli. Segala bentuk jual beli 
                                                             
6 Musafa’ah Suqiyah. dkk,  Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Surabaya: IAIN SA Press 2013), 
58. 
 



































dihalalkan, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Islam.7 Jual beli disyariatkan didalam Alquran, Sunnah, 
dan ijmak. 
a. Alquran  
ا "… ب  م  الر   رَّ ح  ع  و  يْ ب  ْ ل ه  ا َّ ل ل لَّ ا أ ح    …"و 
 
Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba.” (QS. al-Baqarah: 275)8 
 
Ibnu Katsir menerangkan bahwa firman ini merupakan 
pengingkaran atas apa yang mereka sangkakan (jual beli sama dengan 
riba), sedangkan Allah SWT adalah Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui segala yang bermanfaat bagi hamba-Nya pasti 
diperbolehkan, sedangkan yang berbahaya bagi hamba-Nya pasti 
dilarang.9 
 
ال   ْنك  ْم  و  اٍض  م  ةً ع ْن ت ر  ار  ل  إ الَّ أ ْن ت ك ون  ت ج  ال ك ْم ب ْين ك ْم ب اْلب اط  ن وا ال  ت أْك ل وا أ ْمو  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 
ْيًما ح  ك ْم  إ نَّ اللَّه  ك ان  ب ك ْم ر   ت ْقت ل وا أ ْنف س 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa: 29)10 
 
                                                             
7Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 94.  
8Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), 47. 
9 Katsir Ibnu, Tafsir Al-Qur’an al-Azmi (Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi), (Bogor: Pustaka 
Imam Asy-Syafi’i, 2004), 109 
10Ibid., 83. 
 



































Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi 
harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam 
kitabnya Fath Al-Qodir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa 
yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat 
di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara’. 
Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur 
maisir, gharar, tadlis, riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, 
perbuatan yang melarang nash-nash syar’i, juga dipandang sebagai 
batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.11 
 
b. Sunnah  
 Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Nabi 
Muhammad SAW ialah: 
1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-
Bazar dan Hakim: 
ل   ج  ل  الر  ل  ق ال  : "ع م  س لم ا ئ  الك ْسب  ا ْطي ب  ا ْو ا ْفض  ل ْيه  و  س ْول  الله  صلى الله ع  س ئ ل  ر 
ْورٍ  ْبر  ك لُّ ب ْيعٍ م  ه  و   ب ي د 
 
Artinya: “Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya salah seorang 
sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika 
itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang 
sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur 
tanpa diiringi kecurangan).”12 
                                                             
11 Muhammad bin Ali bin Muhammad, Al-Syaukani, Fathul Qadir, Juz II, (Bairut: Darul Ma’rifah, 
2007), 65.  
12Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal al- Syaibani, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 28, (Kairo: 
Muassasah al- Risalah, 2001), 502. 
 




































2) Rasulullah SAW bersabda: 
ل ْيه  و   لى الله  ع  س ْول  الله ص  اض ا ال بْيع  ع ن ت  س ل م : ا نَّم  ق ال  ر   ر 
 
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jaul beli itu 
harus atas dasar saling merelakan.”13 
 
3) Riwayat at-Tirmizi Rasulullah SAW bersabda: 
د اء ه  الشُّ دَّ يق ين  و  الصَّ ع  الن ب يَّن  و  ْين  م  م  د ْوق  اال  ر  الصَّ  التَّاج 
 
Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar 
(tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.”14 
 
4) Riwayat  Bukhari: 
عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ي ار  م   ب يَّن ا صلى الله عليه وسلم "الب ي  ع ان  ب الخ  د قًا و  قًا ف إ نَّ ص  تَّى ي ت ف رَّ قًا أ ْو ق ال  ح  ا ل ْم ي ت ف رَّ
ا. م  ه  ة  ب ْيع  ك  ف ْت ب ر  ح  ك ذَّب ا م  ا و  ت م  إ ْن ك  ا و  م  ه  ا ف ي ب ْيع  م  ك  ل ه   ب ور 
Artinya: “Hadith riwayat Abdullah bin Harith yang  dimarfu”kan 
oleh Hakim bin Hizam r.a ia berkata: “ Rasulalah saw bersabda: 
“penjula dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum 
berpisah” atau dengan sabdanya: “ sampai mereka berpisah, maka 
bila mereka jujur dan saling menjelaskan (kejelasan barang yang 
dijual dan kejelasan harga yang sebenarnya), maka Allah 
memberkahi keduanya dalam transaksi jual-belinya, tetapi bila 
mereka menyembunyikan (kepalasuan/kecacatan) dan melakukan 
                                                             
13Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al- Qazwayni, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Kairo: Dar al- 
Ihya’ al- Kutub al- Arabiyyah, 1952), 737. 
14Muhammad ibn Isa ibn Surah al- Tirmidzi, Sunan al- Tirmidzi, Juz II, (Beirut: Dar al- Gharb al- 
Islamy, 1998), 506. 
 



































penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual-beli 
keduanya”15 
 
5) Riwayat Muslim: 
ل ْيه   لَّى اللَّه  ع  س ْوٍل اللَّه  ص  ٌل ل ر  ج  ر  ي ق ْول  ذ ك ر  ر  ع   اْبن  ع م  ْين اٍر أ نَّه  س م  عن عبد الله بن د 
ْن ب اي ْعت  ف ق ْل ال   لَّم  م  س  ل ْيه  و  لَّى اللَّه  ع  س ْول  الل ه  ص  نَّه  ي ْخد ع  ف ْي الب ي ْوع  ف ق ال  ر 
لَّم  أ  س  ب ة  و  ال   ِ   
ي اب ة  ف ك ان  إ ذ ا ب اي    ِ  ع  ي ق ْول  ال  
Artinya: “Hadith  riwayat dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia telah 
mendengar Ibnu Umar berkata: “pernah ada seseorang lelaki yang 
menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu 
dalam jual-beli, maka Rasulullah saw bersabda: “siapapun yang 
melakukan transaksi jual-beli, maka harus berkata: “tidak ada 




Ijmak ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh 
karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Dengan adanya 
transkasi jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Dalam menentukan rukun jual beli, menurut Hanafiyah ialah 
mengenai kerelaan (rida/taradin) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu sulit, maka 
diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah 
                                                             
15 Muhammad ibn Ismail al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Juz III, (Damaskus: Dar al- Thauq al- 
Najah, 1422H),  59. 
16 Abu al- Hasan Muslim ibn Al- Hajjaj al- Naisabury, Shahih al- Muslim, Juz III, (Beirut: Dar 
Ihya al- Turats al- ‘Araby, t.t.), 1165. 
 



































pihak.17 Maksudnya ialah, dengan Ijab dan Qabul, atau dengan cara saling 
memberikan barang dan menentukan harga. Sedangkan menurut jumhur 
ulama rukun jual beli itu ada empat :18 
a. Orang yang berakad. 
b. Sighat (Ijab dan Qabul). 
c. Ada barang yang dibeli. 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan oleh jumhur ulama diatas ialah sebagai berikut:19 
a. Syarat orang yang berakad. 
1) Baligh dan Berakal  
Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, 
orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengelola 
harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh 
tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.20 
2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda 
Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai 
pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.21 
b. Syarat yang Terkait dengan Ijab Qabul 
                                                             
17Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996), 263. 
18Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  115. 
19M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003), 118. 
20Ibid., 74. 
21Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005),  75. 
 



































Para ulama fikh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari 
jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari Ijab 
dan Qabul yang diungkapkan scara jelas dan bersifat mengikat kedua 
belah pihak. Apabila Ijab dan Qabul telah diucapkan dalam jual beli, 
maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.22 
Di zaman modern, perwujudan Ijab dan Qabul tidak lagi 
diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan 
membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan 
barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.23 
c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan 
1) Barang itu suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis 
seperti anjing, babi, dan sebagainya. 
2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual  
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan 
tanpa izin pemiliknya. 
5) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, 
beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah 
jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 
                                                             
22Nasrun Haroen, Fiqh...,117. 
23Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),  56. 
 



































6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.24 
d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 
Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fikih 
membedakan antara al-thaman dan al-si’r. Menurut mereka, al-
thaman adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang 
sebekum dijual kepada konsumen. Sedangkan, al-si’r adalah harga 
pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.25 Harga yang dapat 
dipermainkan oleh para pedagang ialah al-si’r bukan al-thaman. 
Adapaun syarat-syarat al-si’r adalah :26 
1) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus 
jelas jumlahnya. 
2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya 
dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian 
(berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’ seperti 




                                                             
24Fathi ad-Duraini, al-Fiqh al-Islami al-Muwaran mu’a al-Mazahib (Damaskus mathba’ah ath-
Tharriyyin, 1979),  56. 
25Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  92. 
26Suqiyah Musafa’ah, et al., Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Surabaya: IAIN Press, 2013), 67. 
 



































4. Macam-macam Jual Beli 
Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:27 
a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga 
macam, yaitu: 
1) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa 
dengan uang. 
2) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang 
lain. 
3) Jual beli muqayyadah, yaitu jual pertukaran antara barang dengan 
barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang 
yang dinilai dengan valuta asing. 
b. Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat 
macam, yaitu:28 
1) Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa 
ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan 
keuntungan yang diperoleh. 
2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan modal 
jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah dibagi 
menjadi 3, yaitu: 
a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual 
menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang 
diinginkan. 
                                                             
27Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung: 
Pustaka Setia, 2012), 174. 
28Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),  175. 
 



































b) Jual beli muwadha’ah (discount), yaitu jual beli dengan harga 
di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang 
diketahui. 
c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa 
keuntungan dan kerugian. 
3) Jual beli dengan harga tangguh (ba’i bitsaman ajil), yaitu jual beli 
dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. 
4) Jual beli muzayyadah (lelang). Yaitu jual beli dengan penawaran 
dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih 
sebagai ppembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual 
beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan 
spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan 
dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang 
menawarkan harga termurah. 
c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat macam, yaitu:29 
1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran 
langsung. 
2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli 
yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran 
dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deffered delivery), 
meliputi: 
                                                             
29Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 176. 
 



































a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar 
tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi 
yang harus diserahkan kemudian. 
b) Jual beli istishna’, yaitu jual beli yang pembelinya membayar 
tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan 
spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. 
4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 
tertunda. 
5. Bentuk-bentuk jual beli  
Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya 
menjadi dua bentuk, yaitu:30 
a. Jual beli yang shahih 
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual 
beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. 
b. Jual beli yang batal 
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah 
satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada 
dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batal 
adalah:31 
1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-
buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya. 
                                                             
30Djamil Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013),  171. 
31Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 123. 
 



































2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti 
menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas 
dan terbang di udara, 
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya 
baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan. 
Misalnya, menjual kambing untuk kurban yang belum cukup 
umur dan kambing yang cacat. 
4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah. 
5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan airyang tidak 
boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.32 
Telah dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid tentang jual 
beli yang dilarang karena penipuan Yaitu jual beli yang dilarang 
karena kerugian yang sebabnya adalah penipuan. Dan penipuan 
terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi: kemungkinan dari 
segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau 
penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai sifat 
harga barang yang dihargai, ukurannya atau waktu yang 
ditentukannya, jika ada batas waktu yang ditentukan. Dan 
kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau 
ketidakmungkinan untuk mendapatkannya, ini kembali 
ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Dan kemungkinan juga 
dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (maksudnya, 
                                                             
32Ibid., 124. 
 



































kelangsungannya). Di sini terdapat beberapa jual beli yang 
menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau 
sebagiannya.33  
Dan juga telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib tentang 
larangan jual beli dengan unsur gharar yaitu tidak boleh melakukan 
transaksi yang mengandung unsur tidak jelas/penipuan.34 Menurut Ibn 
Rush maksud gharar adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan 
barang (objek), kuantitas dan harga. Menurut Ibnu Taimiyah 
menyatakan bahwasanya gharar adalah apabila satu pihak mengambl 
haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya ia 
dapat. Secara sederhana gharar dapat diartikan, semua jual beli yang 
mengandung ketidakjelasan atau-keraguan tentang adanya komoditas 
yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang 
mengancam antara untung dan rugi. Dan jual beli seperti ini tidak 
dibenarkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. 
6. Manfaat Jual Beli 
a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 
menghargai hak milik orang lain. 
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 
kerelaan atau suka sama suka. 
                                                             
33 Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Libanon: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 
2009), 674. 
3434 Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib (Semarang:Pustaka Alawiyah), 31. 
 



































c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang 
dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli 
memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. 
Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling 
bantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 
haram (batil). 
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT  
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, maksudnya ialah 
keuntungan dan laba yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, 
maka akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa.35 
7. Hikmah Jual Beli 
Allah SWT  mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan 
dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara 
pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. 
Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.36Tak 
seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manuia 
dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu 
hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar-menukar, dimana 
seeorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh 
                                                             
35Hasby Ash-Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 87. 
36Ibid., 89. 
 



































sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing.37 
   
B. FATWA DSN MUI No. 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Jual 
Beli 
a. Fatwa tentang Akad Jual Beli38 
1. Ketentuan Umum 
1) Akad jual beli adalah akad antara penjual (al-Ba’i – البائع) 
dan pembeli (al-Musytari–المشتري) yang mengakibatkan 
berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan 
(barang [mabi’/mutsman- المبيع/المثمن] dan harga [tsaman]). 
2) Penjual (al-Ba'i) adalah pihak yang melakukan penjualan 
barang dalam akad jual beli, baik berupa orang 
(Syakhshiyah thabi'iyah-ْالطبيعية  natuurlijke/الشخصية
persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 
(syakhshiyah i'tibariah/syakhsiyah hukmiyah/rechtsperson). 
3) Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan 
pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang 
(Syak'hshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang 
dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun 
                                                             
37M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam (Bogor: Al Azhar Press, cet 2, 2011),  93. 
38 Fatwa DSN_MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual-beli, https://dsnmui.or.id/akad-jual-
beli/, diakses 19 Februari 2021. 
 



































tidak berbadan hokum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah 
hulcrniyah/rechtsperson). 
4) Wilayah ashliyyah )ْاألصلية  adalah kewenangan yang )الوالية
dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan 
berkedudukan sebagai pemilik. 
5) Wilayah niyabiyyah )الواليةْالنيابية( adalah kewenangan yang 
dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan 
berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas 
pemilik. 
6) Muthman/mabi’ adalah barang atau hak yang dijual; 
mutsman/mabi’ merupakan imbangan atas tsaman yang 
dipertukarkan. 
7) Thaman/harga adalah harga sebagai imabngan atas 
muthman yang dipertukarkan. 
8) Bai' al-musawamah (ْالمساومة  adalah jual beli dengan (البيع
harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan 
ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang 
diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual 
kepada pembeli. Bai' al-musawamah sering disebut dengan 
jual beli biasa (Bai' al-'adiyy-البيعْالعادي). 
9) Bai’ al-amanah (بيعْاألمانة) adalah jual beli yang ro'sul mal-
nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. 
 



































10) Bai’ al-muzayadah (ْالمزايدة  adalah jual beli dengan (بيع
harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut 
dilakukan melalui proses tawar menawar. 
11) Bai’ al-munaqashah (ْالمناقصة  adalah jual beli dengan (بيع
harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut 
dilakukan melalui proses tawar menawar. 
12) Al-Bai’ al-hal (ْالحال  terkadang disebut juga dengan - (البيع
al-bai' al-mu'ajjal/naqdan (البيع النقدا/البيع معجل) -- adalah jual 
beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.  
13) Al-Bai’ al-mu’ajjal (ْالمعجل  adalah jual beli yang (البيع
pembayarun harganya dilakukan secara tangguh. 
14) Al-Bai’ bi al-taqsith (ْبالتقصيد  adalah jual beli yang ( (البيع
pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap. 
15) Bai’ al-salam (ْالسلم  adalah jual beli dalam bentuk (البيع
pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang 
harganya wajib dibayar tunai pada saat akad. 
16) Bai' al-istishna' (بيع اإلستصناع) adalah jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu 
yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara 
pemesan (pembeli/mustashni’ المستصنع) dan penjual 
(pembuat/shani’-الصانع) 
17) Bai' al-murabahah (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang 
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
 



































pembeli membayarnya dengan hargayang lebih sebagai 
laba. 
2. Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd 
1) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla 
dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 
2) Akad Jual Beli boleh dilakukan seca.ra lisan, tertulis, 
isyarat, dan perbuatanltindakan, serta dapat dilakukan 
secara elektronik sesuai syariah dan peraturan penrndang-
undangan yang berlaku. 
3. Ketentuan terkait Para Pihak 
1) Penjual (al-Ba’i’) dan pembeli (al-Musytari) boleh berupa 
orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
2) Penjuai (al-Ba’i’) dan pembeli (al-Musytari) wajib cakap 
hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
3) Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musytari) wajib memiliki 
kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik 
kewenangan yang bersifat ashliyyaft maupun kewenangan 







































4. Ketentuan terkait Muthman (Mabi’) 
1) Muthman/mabi' boleh dalam bentuk barang danlatau 
berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al-milk al-
tam-الملك التام) 
2) Muthman/mabi' harus berupa barang danlatau hak yang boleh 
dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh 
diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3) Muthman/mabi' harus wujud, pasti/tertentu (المعين) dan dapat 
diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli 
dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang 
dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual 
beli istishna'. 
4) Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan 
sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIINAS 
VIII5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelehual 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Ketentuan Terkait Thaman 
1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara 
pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar 
(bai' al' musawamah), lelang (bai' al-muzayadah), atau 
tender (bai' almunaqashah). 
 



































2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya 
dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak 
wajib dalam selain jual beli amanah. 
3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara 
tunai (albai' al-hat), tangguh (al-bai' al-mu'aiial), dan 
angsur/bertahap (albai' bi al-taqsith). 
6. Ketentuan Kegiatan dan Produk 
1) Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan 
murabahah, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana 
terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUUIY12000 tentang Murabahah. 
2) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, 
maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/M2000 tentang 
Jual Beli Salam. 
3) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istishna', 
maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Jual Beli Istishna' dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 








































7. Ketentuan Penutup 
1) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-
syaratnya, maka perjanjiannya batal. 
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian 
sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
3) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib 
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas 
Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait. 
4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan 












































PRAKTIK JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DESA KUREKSARI 
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Desa Kureksari1 
Kabupaten Sidoarjo merupakan satu satunya Kabupaten di Jawa 
Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 
Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan 
sebutan kota Delta. 
Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo berada di batas 
wilayah: 
1) Sebelah Utara: Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik 
2) Sebelah Timur: Selat Madura 
3) Sebelah Selatan: Kabupaten Pasuruan 
4) Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto. 
Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 
Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di 
Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (rural area) dan 
desa perkotaan (urban area). Salah satu desa perkotaan di Kabupaten 
                                                             
1 Data Geografis desa Kureksari 2020 
 



































Sidoarjo adalah desa Kureksari yang terdapat markas eks Gafatar di 
Kabupaten Sidoarjo. 
Secara geografis Desa Kureksari merupakan desa yang memiliki 
luas wilayah keseluruhan 1.257.603 Ha. 
terdiri dari: 
Desa Kureksari terletak di antara beberapa desa: 
a. Sebelah Utara  : Desa Kedungrejo 
b. Sebelah Timur  : Desa Waru 
c. Sebelah Selatan  : Desa Sawo Tratap 
d. Sebelah Barat  : Desa Ngingas 
Jarak Desa Kureksari dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan 
Waru sejauh +4 Km, dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo 
+20 Km, dan dengan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur +38 
Km 
2. Demografi Desa Kureksari2 
Penduduk Desa Kureksari secara keseluruhan berjumlah 3888 
KK yang terdiri atas 3403 KK berjenis kelamin laki-laki dan 485 KK 
berjenis kelamin perempuan. 
Desa Kurek Sari terdapat sarana dan prasarana seperti berikut: 
                                                             
2 Data Demografi desa Kureksari 2020 
 



































a. Prasarana kesehatan yang meliputi: posyandu, rumah sakit 
bersalin dan puskesmas 
b. Pertokoan meliputi: kios, toko pakaian, warung makan dan 
minum, dan lain-lain 
c. Prasarana hubungan datar: roda dua dan roda empat 
d. Sarana pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, Universitas, TPQ, 
dan Pondok Pesantern. 
Mobilitas penduduk Desa Kureksari cukup dinamis, baik dari 
faktor fertilitas, mortalitas, maupun migrasi. Jumlah Penduduk 




No Jenis Kelamin Orang 
1 Laki-laki 7102 
2 Perempuan 7064 
 Jumlah 14166 
 
3. Pendidikan Masyarakat Kurek Sari3 
Pendidikan dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana tinggi 
rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu 
masyarakat. di Desa Kurek Sari pendidikan tidak hanya diperoleh 
                                                             
3 Wishom Sahudi, Kepala Desa, Wawancara, Kureksari, 10 Agustus 2020. 
 



































secara formal melainkan juga diperoleh melalui non formal. Oleh 
sebab itu bisa dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang 
memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka semakin banyak pula tingkat 
kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya. 
Tingkat pendidikan masyarakat Kurek Sari digolongkan 2 
macam yaitu tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan 
khusus. Pada tingkat pendidikan formal. Jumlah masyarakat yang 
berpendidikan akhir TK sebanyak (0) orang, jumlah masyarakat 
berpendidikan akhir SD sebanyak (1910) orang, jumlah masyarakat 
yang berpendidikan akhir SMP/SLTP sebanyak (1581) orang,  jumlah 
masyarakat yang berpendidikan akhir SMA/SLTA sebanyak (4490) 
orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir D-1 sebanyak (0), 
D-2 sebanyak (0), D-3 sebanyak (0) orang, dan jumlah masyarakat 
yang berpendidikan akhir S-1 sebanyak (2273), S-2 sebanyak (126), 
S-3 sebanyak (0) orang. 
Di Desa Kurek Sari banyak terdapat sarana pendidikan, baik 
sarana pendidikan formal maupun sarana pendidikan non formal. 
Sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah TK sebanyak (8) 
gedung, gedung SD/MI sebanyak (4) gedung, dan gedung SMP/MTs 









































No Tingkat Pendidikan Orang 
1. TK - 
2. SD/MI 1910 
3. SMP/MTs 1581 
4. SMA/MA 4490 
5. D1 - 
6. D3 - 
7. S-1 2273 
8. S-2 126 
9. S-3 - 
 Jumalah 10380 
 
4. Kondisi Sosial Keagamaan4 
Penduduk Desa Kureksari mayoritas beragama Islam3, hal ini 
terbukti dengan banyaknya jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 
(12,367)orang, sedangkan agama lain seperti Kristen jumlah pemeluk 
(913) orang, jumlah pemeluk agama Katholik sebanyak (598) orang, 
jumlah pemeluk agama Hindu sebanyak (83) orang,dan jumlah 
pemeluk agama Budha sebanyak (67) orang. Meskipun mereka 
mempunyai keyakinan yang berbeda-beda namun mereka tetap hidup 
                                                             
4 Sinyo, Kabag Umum desa Kureksari, Wawancara, Kureksari, 10 Agustus 2020. 
 



































berdampingan rukun saling membantu satu sama lain. Di Desa Kurek 
Sari terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah, masjid 
sebanyak (9) buah, musholla sebanyak (10) buah, dan gereja ada (0) 
buah. Dengan banyaknya masyarakat Kurek Sari yang memeluk 
agama Islam maka tidak heran jika sarana beribadah yang paling 
banyak adalah masjid dan musholla. Bagi agama Kristen juga ada 
perkumpulan yang dilakukan di gereja setiap hari minggu yang 
dilaksanakan di luar Desa Kurek Sari. 
Tabel. 3.3 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah 
1. Islam 12,367 
2. Kristen (Katolik/Prosestan 913/598 
3. Hindu 83 
4. Budha 67 











































No. Tempat Beribadah Gedung 
1. Masjid/Musholla 9/10 
2. Gereja - 
3. Tempat Ibadah lain - 
 Jumlah 19 
 
Dari jumlah Penduduk Desa Kureksari secara keseluruhan 
berjumlah 3888 KK yang terdiri atas 3403 KK berjenis kelamin laki-
laki dan 485 KK berjenis kelamin perempuan. Dan yang bergabung 
atau ikut dalam organisasi soasial kemasyarakatan adalah berjumlah 
kurang lebih atara 30-60 jiwa, yang sebagian dari itu terdiri dari lelaki. 
Diantaranya yang bergabung adalah dengan usia rata- rata yang 









































B. Hasil penelitian Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari 
1. Subjek jual beli 
a. Penjual 
Penjual berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, salah satu 
diantaranya berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Lumajang dan Kaupaten Nganjuk. Mereka datang ke Desa 
Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk menjual 
hewan kurban pada H-10 hari Raya Idul Adha. Mereka berjualan 
mulai pukul 06.00 – 24.00 WIB.5 
b. Pembeli 
Pembeli adalah sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di 
perumahaan dan perkampungan dekat dengan sentra penjualan 
hewan kurban, sebagian kecil pembeli berasal dari luar Kabupaten 
Sidoarjo yang memang mengetahui bahwa di tempat tersebut 
dikenal sebagai sentra jual beli hewan kurban.6 
2. Objek jual beli 
Hewan kurban adalah sebagai objek yang diperjualbelikan 
dalam jual beli ini, diantaranya kambing dan sapi. Hewan kambing 
                                                             
5 Observasi, didesa Kureksari, 23 Juli 2020 
6 Observasi, didesa Kureksari, 23 Juli 2020  
 



































dan sapi menjadi komiditas yang umum dijadikan sebagai hewan 
kurban oleh mayoritas masyarakat.7 
3. Akad jual beli 
Akad jual beli menjadi alat pertukaran anatara penjual dan 
pembeli. Akad jual beli terjadi ketika kedua belah pihak 
mengucapkan Ijab Qobul. Pembeli mengucapkan ijab “saya 
membeli hewan itu”, dan penjual menjawab qobul “saya menjual 
hewan yang kamu pilih”8 
4. Pelaksanaan jual beli hewan kurban 
Sentra lapak jual beli hewan kurban di Desa Kureksari, setiap 
tahun sengaja di buka untuk memudahkan masyarakat untuk 
membeli hewan kurban. Pedagang berdatangan dari berbagai 
daerah, tidak hanya dari Sidoarjo saja melainkan dari 
Kota/Kabupaten di luar Sidoarjo juga datang untuk menjual hewan 
di Sentra Lapak Desa Kureksari ini. Ada beberapa narasumber 
diantaranya yaitu; tiga orang penjual dan satu orang pembeli serta 
satu orang takmir masjid. 
                                                             
7 Observasi, di desa Kureksari, 23 Juli 2020. 
8 Observasi, di desa Kureksari, 23 Juli 2020. 
 




































Gambar 3.5 proses wawancara dengan bapak Sugiono 
Narasumber yang pertama bernama bapak Sugiono yang berasal 
dari kabupaten Probolinggo. Ketika ditanya mengenai alasan 
berjualan di sentra lapak Desa Kureksari, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Ajuwel e Kureksari riah gempang nemmuh pembeli, Se 
Pertama Karna Edinnak semmak bik Perumahan se biasa saben 
taon a kurban, Se Keduwek Benyak Lembaga otabe Yayasan se 
melleh kurban edinnak, ben pole benyak masyarakat edinnak tak 
teliti ben tak taoh ka kondisi hewan se ebelliyeh”.9 
                                                             
9 Sugiono (Penjual Hewan Kurban), Wawancara, Desa Kureksari, 23 Juli 2020. 
 



































Dari ungkapan Bapak Sugiono diatas menjelaskan bahwa, 
menjual hewan kurban di sentra Lapak Desa Kureksari begitu 
sangat mudah untuk mendapatkan pembeli dan pembeli juga tidak 
begitu memperhatikan kondisi hewan kurban yang akan dibeli. 
 
Gambar 3.6 proses wawancara dengan bapak Yanto 
Narasumber yang Kedua bernama bapak Yanto yang berasal 
dari kabupaten Lumajang. Ketika ditanya mengenai jangka waktu 
berjualan dan bagaimana akad yang biasa dilakukan dalam jual beli 
hewan kurban tersebut, beliau mengatakan bahwa: 
“Biasanah se ajuwel edinnak benyak mukkak H-10 Tellasan 
Idul Adha sampek hari H Tellasan Idul Adha, Tapeh sebegiyen 
kadeng mule sabellumah Tellasan, tak pernah rogi ben pasar 
edinnak normal ben bisa ngalak beteh lebbi deri biasanah. Mun 
masalah akad Embik otabeh sapeh se ampon ebellih tak langsung 
epondut sareng se melleh, karnah se melleh kabenya’en tak 
 



































ngagungin kandeng sebisa nampung hewan se ampon ebellih ben 
tak oning se ngerabedin sebellum eparengagih dek ka masjid 
otabeh mushollah. Saenggeh hewan se ampon ebellih ngangguy 
uang muka otabeh kontan kakdinto tanggung jawab kuleh 
kaangguy ngerabedin sampek areh Tellas Idul Adha”.10 
Dari ungkapan Bapak Yanto diatas menjelaskan bahwa, 
penjualan hewan kurban dilaksanakan pada H-10 hari raya Idul 
Adha sebagian penjual pulang awal kalau hewan di lapaknya sudah 
habis. Mengenai proses akad jual beli penjual memberikan 
wewenang terhadap pembeli dilakukan pembayaran secara kontan 
atau secara bayar uang muka. Kebanyakan masyarakat yang 
membeli hewan kurban, menggunakan sistem pembayaran uang 
muka dan menitipkan hewan yang telah di beli kepada penjual 
untuk di ambil pada H-1 Hari Raya Idul Adha sekaligus melakuan 
pelunasan. 
                                                             
10 Yanto (Penjual Hewan Kurban), Wawancara, Desa Kureksari, 23 Juli 2020. 
 




































Gambar 3.7 proses wawancara dengan bapak Salem 
Narasumber yang Ketiga bernama bapak Salem yang berasal 
dari kabupaten Nganjuk. Ketika ditanya mengenai berapa umur 
minimum hewan kurban yang dijual dan berapa kisaran harga 
hewan kurban di lapak ini, beliau mengatakan bahwa: 
“Hewan kurban yang saya jual mulai dari umur 7 bulan  
sampai 2,5 tahun, adapun harganya yang berusia 7 bulan  mulai 
dari harga Rp. 2 jt sampai Rp. 2,5 juta dan yang berusia diatas 1 
tahun sampai 2,5 tahun mulai dari harag Rp. 3 juta sampai 6,5 
juta”.11 
                                                             
11 Salem (Penjual Hewan Kurban), Wawancara, Desa Kureksari, 23 Juli 2020. 
 



































Berdasarkan hasil wawancara deangan ketiga orang penjual, 
penulis mendapat temuan fakta di lapangan bahwa alasan yang 
melatar belakangi penjual untuk berjualan hewan kurban di Desa 
Kureksari tidak hanya permintaan pasar yang cendrung tinggi, 
namun penjual memanfaatkan peluang ketidak tahuan pembeli 
terhadap kondisi hewan kurban serta penjual dengan sengaja tidak 
memberikan informasi secara rinci terhadap kondisi hewan kurban 
tersebut. Pengakuan salah satu penjual dengan sengaja mencampur 
hewan kurban yang belum cukup umur dengan hewan yang sudah 
cukup umur, hepotesis yang dapat penulis ambil adalah terjadi 
tindakan kecurangan dengan sengaja dalam pelaksanaan transaksi 
jual beli hewan kurban.  
 
Gambar 3.8 kambing yang dibeli 
 



































Di kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan salah 
satu pembeli hewan kurban yaitu bapak Yevi mengungkapkan 
bahwa: 
“Saya membeli hewan kurban di pasar hewan pinggir rel kereta 
api waru, dikarenakan hewan kurban besar-besar dan saya rasa 
sudah memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban. Membeli 
disana bisa membayar uang muka/DP terlebih dahulu dan 
pelunasan ketika waktu pengambilan hewan kurban, selain itu juga 
gratis perawatan sampai H-1 hari raya Idul Adha. Namun setelah 
saya menyerahkan hewan kurban kepada panitia penerima hewan 
kurban, mereka menolak terhadap hewan yang saya serahkan, 
karena menurut panitia kurban syarat dan ketentuan hewan yang 
saya serahkan tidak terpenuhi sebagai kategori hewan kurban. 
Saat saya mencoba mengembalikan hewan yang saya beli kepada 
penjual, ternyata penjual hewan kurban telah balik kekampung 
halamannya”.12 
Dari penjelasan bapak Yevi diatas, menerangkan bahwa hewan 
kurban yang dibeli dirasa sudah memenuhi syarat dan ketentuan 
hewan kurban. Dalam proses transaksi sangat mudah, cukup 
membayar uang muka dan membayar pelunasan saat diambil pada 
satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Akan tetapi ketika 
diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Nurul Hidayah ditolak, 
                                                             
12 Yevi (Pembeli Hewan Kurban), Wawancara, Desa Kureksari, 02 Agustus 2020. 
 



































karena hewan kurban tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan 
hewan wajib kurban. Hewan kurban yang telah dibeli hendak 
dikembalikan kepada penjual namun penjual telah menutup 
lapaknya. 
 
Gambar 3.9 kambing belum poel 
Setelah penulis mengetahui permasalahan dari salah satu 
pembeli, penulis melakukan wawancara langsung terhdap takmir 
Masjid Nurul Hidayah yaitu bapak Sodik menuturkan bahwa: 
“pengembalian hewan kurban yang dilakukan oleh panitia 
kurban Masjid Nurul Hidayah, merupakan hasil musyawarah 
bersama yang di dasari oleh keriteria dan syarat hewan kurban 
tidak terpenuhi. Tidak ada unsur kebencian terhadap sohibul 
kurban, melainkan ini salah satu amanah yang harus dilaksanakan 
 



































demi menjaga syarat sah hewan kurban. Adapun alasan yang 
mendasari pengembalian hewan kurban adalah pertama hewan 
yang diserahkan belum poel atau tidak cukup umur, kedua hewan 
yang diterima dalam keadaan sakit. Panitia kurban memberikan 
saran agar menukar hewan yang sudah dibeli kepada penjual”.13 
Dari keterangan yang disampaikan oleh ketua panitia kurban 
adalah pengembalian hewan kurban didasari dengan alasan hewan 
yang tidak memenuhi syarat, dikarnakan kondisi hewan yang 
diterima dalam ke adaan sakit dan tidak cukup umur.  
5. Problematika Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari 
a. Kondisi Hewan Kurban 
Kondisi hewan kurban yang dijual belikan di Desa Kureksari 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tidak semua memenuhi 
syarat dan ketentuan hewan kurban, ada beberapa hewan kurban 
yang dijual mengalami cacat fisik, seperti halnya kelainan yang 
terdapat pada alat fital hewan, terdapat hewan pincang yang tidak 
diketahui oleh pembeli, dan juga tidak jarang ditemukan hewan 
yang belum cukup umur atau belum powel.14 
b. Persyaratan Hewan Kurban 
                                                             
13 Sodik (Takmir Masjid), Wawancara, Desa Kureksari, 02 Agustus 2020. 
14 Observasi, di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, 29 Juli 2020. 
 



































Persyaratan hewan kurban yaitu binatang ternak yang dipelihara 
dan dikonsumsi dagingnya, sepertihalnya unta, sapi, kerbau, 
kambing dan domba. syarat sah binatang kurban paling utama 
yakni hewan yang tidak cacat secara fisik. Dikatakan hewan 
kurban yang sah secara syarat diantaranya cukup umur, domba 
sekurang-kurangnya berumur satu tahun, kambing sekurang-
kurangnya berumur dua tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 
empat tahun dan sapi sekurang-kurangnya berumur dua tahun.15 
Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW: 
دَّث ن ا س ول  الله   ح  : ق ال  ر  اب ٍر، ق ال  ، ع ْن ج  ب ْير  دَّث ن ا أ ب و الزُّ ه ْيٌر، ح  دَّث ن ا ز  ، ح  د  ْبن  ي ون س  أ ْحم 
لَّم :  س  ل ْيه  و  لَّى الله  ع  ن  »ص  ذ ع ةً م  وا ج  ل ْيك ْم، ف ت ذْب ح  نَّةً، إ الَّ أ ْن ي ْعس ر  ع  س  وا إ الَّ م  ال  ت ذْب ح 
«أْن  الضَّ 
16 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah 
menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami 
Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih hewan untuk 
berkurban, melainkan hewan yang telah dewasa (Musinnah). Jika 
itu sulit kamu peroleh, sembelihlah jadz'ah." 
 
Tidak sakit, tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, tidak kurus, 
tidak putus telinga atau tanduknya. Sebaimana Hadits Rasulullah 
SAW: 
                                                             
15 Nur Fajar Rejeki, dkk, (Pengadaan Hewan Kurban di Dusun Sebatang Hargotirto Kokap Kulon 
Progo sebagai Bentuk Pemerataan dan Keadilan Sosial), Prosiding Konferensi Pengabdian 
Masyarakat, Volume 1, ( 1 Maret 2019), 366. 
16Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husain, Sahih Muslim, Vol.3 nomor Hadis 1963  (Bairut :Dar Ihya’), 
1555 
 



































يع، وابن جعفر قاال: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن حدثنا وك
فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من األضاحي، أو ما نهى عنه من األضاحي؟ فقال: قام فينا 
ول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أط
أربع ال تجوز في الضحايا العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، »قال: 
 17«تي ال تنقيوالعرجاء البين عرجها، والكسير ال
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki’ dan Ibnu Ja’far  
Telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan 
kepadaku Sulaiman bin Abdurrahman ia berkata, saya mendengar 
Ubaid bin Fairuz maula Bani Syaiban, bahwa ia bertanya kepada 
Al Baraa` mengenai hewan kurban, apa yang dilarang dan dibenci 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. Ia pun menjawab; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda atau Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami yang 
tanganku lebih pendek daripada tangan beliau, dan beliau 
bersabda: "Ada empat jenis hewan yang tidak memenuhi kriteria 
kurban; Yang buta dan jelas kebutaannya, yang sakit dan jelas 
nampak kesakitannya, yang pincang dan kepincangannya itu jelas 
dan hewan yang lesu dan tidak bersih."  
 
c. Resiko Jual Beli Hewan Kurban 
Resiko jual beli hewan kurban lebih cenderung mengarah pada 
pemenuhan syarat yang tidak diutamakan oleh penjual, sehingga 
terjadi banyak kasus hewan kurban yang cacat fisik maupun belum 
cukup umur tetap dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 
maksimal. Penjual memanfaatkan ketidak tahuan sebagian besar 
                                                             
17 Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Vol.30 nomor Hadis 
18667 (Turki:Muassah ar-Riisalah,1421H),611 
 



































pembeli yang tidak menyadari kondisi-kondisi hewan yang tidak 
memenuhi syarat tersebut. 18 
Dalam hal ini berdampampak kepada pembeli karena pembeli 
merasa dirugikan atas kurangnya informasi atau ketidak jujuran 
penjual terhadap kondisi hewan yang telah dibeli, hewan tersebut 
tidak diterima oleh panitia kurban dengan alasan tidak memenuhi 
syarat dan ketentuan hewan kurban. Pembeli juga tidak bisa 
mengembalikan hewan yang telah dibeli kepada penjual, 











                                                             
18 Observasi, di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, 29 Juli 2020 
 



































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DESA 
KUREKSARI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Praktik Akad Jual Beli Hewan Kurban Di Desa Kureksari 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Pada dasarnya semua transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat 
Islam, dimana keduanya harus saling menguntungkan. Praktik jual beli 
hewan kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
termasuk masih merugikan salah satu pihak, karena pelaksanaan jual beli 
hewan kurban tersebut, penjual tidak menjelaskan kondisi fisik hewan 
kurban dan dengan sengaja menyembunyikan kepalsuan dan kecacatan 
pada hewan kurban. 
Di lingkup perdagangan dan usaha, setiap penjual pasti 
menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah hal yang 
wajar selama tidak merugikan pembeli. Karena sering kali pada 
kenyataannya, banyak penjual yang tidak peduli bagaimana cara dia 
memperoleh keuntungan. Cara-cara yang merugikan pun dilakukan, 
seperti tidak menepati perjanjian, menjual barang yang tidak layak jual. 
Dari beberapa jenis penipuan tersebut, yang akan dibahas dalam penelitian 
ini mengenai menjual barang yang tidak layak jual, yang dilakukan oleh 
salah satu penjual hewan kurban di desa Kureksari Kecamatan Waru 
kabupaten Sidoarjo. Peneliti telah melakukan penelitian di tempat tersebut 
 



































dengan cara observasi dan mewancarai penjual dan pembeli hewan kurban 
yang berada di lokasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai salah satu 
penjual hewan kurban di desa Kureksari kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo yaitu bapak Sugiono, peneliti menangkap alasan mengapa para 
penjual menjual hewan kurban yang cacat adalah untuk mempercepat 
jalannya jual beli dan lebih banyak memicu keuntungan. Pendapatan yang 
diperoleh penjual juga lebih besar dari pada menjual hewan kurban yang 
tidak cacat. Dan penjual memanfaatkan ketidak tahuan pembeli dalam 
memilih hewan yang cacat atau tidak. 
Tahap pertama yang dilakukan dari praktik jual beli hewan qurban 
tersebut adalah pembeli melihat semua hewan kurban yang masih ada 
dilapak, akan tetapi pembeli tidak mengetahui ada sebagian hewan kurban 
yang tidak memenuhi syarat, dengan ketidak tahuan pembeli penjual 
menawarkan beberapa hewan qurban yang tidak memenuhi syarat dengan 
harga yang lebih murah. Ditahap inilah pembeli harus cermat saat melihat 
dan memilih hewan kurban yang akan dibelinya. Berdasarkan analisis 
pelaksanakannya dapat kita lihat bahwa praktik jual beli hewan kurban ini 
berpotensi gharar karena mengandung aspek penipuan atau tindakan yang 
bertujuan untuk merugikan orang lain. 
Setelah keduanya melakukan kesepakatan, langkah yang diambil 
berikutnya adalah penaksiran dan penentuan harga, di situlah terjadi proses 
tawar menawar penjual dan pembeli, cara penjual menentukan harga yaitu 
 



































dengan menggunakan sistem taksiran, misalnya hewan kurban yang 
terlihat besar dan tidak cacat secara fisik, dan penjual membandrol harga 
sedikit lebih murah untuk manarik minat pembeli. Proses tawar menawar 
seperti ini berjalan tidak begitu lama, karena menurut pembeli hewan 
kurban dengan selisih harga yang lebih murah, hawatir dibeli oleh pembeli 
yang lain. 
Setelah tahap kedua berakhir dan sudah mencapai kesepakatan 
harga antara keduanya, dilanjutkan dengan akad/perjanjian saat 
penyerahan hewan kurban. Dan proses pembayaran hewan kurban ada 2 
yaitu dengan cara tunai/langsung atau dengan memberikan DP terlebih 
dahulu dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh keduanya. Dan 
pembeli juga mendapatkan fasilitas perawatan hewan kurban sampai H-1 
hari raya idhul adha. 
 
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban Di Desa 
Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
1. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Dari penjelasan diatas penulis telah menjelaskan bagaimana proses 
jual beli hewan kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo, bahwasanya traksaksi jual beli yang dilakukan yang mana 
penjual telah dengan sengaja tidak menjelaskan kondisi fisik hewan 
 



































kurban dan dengan sengaja menyembunyikan kepalsuan dan kecacatan 
pada hewan kurban dan telah berlaku curang. Seperti yang telah 
dijelaskan dalam ayat Alqur’an: 
ال   ْنك  ْم  و  اٍض م  ةً ع ْن ت ر  ار  ل  إ الَّ أ ْن ت ك ون  ت ج  ال ك ْم ب ْين ك ْم ب اْلب اط  ن وا ال  ت أْك ل وا أ ْمو  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 
يمً ا ح  ك ْم  إ نَّ اللَّه  ك ان  ب ك ْم ر   ت ْقت ل وا أ ْنف س 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.”1 
 
Dan telah dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Harith: 
عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ب يَّن ا  د قًا و  قًا ف إ نَّ ص  تَّى ي ت ف رَّ قًا أ ْو ق ال  ح  ا ل ْم ي ت ف رَّ ي ار  م  صلى الله عليه وسلم "الب ي  ع ان  ب الخ 
ك ذَّب   ا و  ت م  إ ْن ك  ا و  م  ه  ا ف ي ب ْيع  م  ك  ل ه  ا.ب ور  م  ه  ة  ب ْيع  ك  ف ْت ب ر  ح   ا م 
Artinya: “Hadith riwayat Abdullah bin Harith yang  dimarfu”kan 
oleh Hakim bin Hizam r.a ia berkata: “ Rasulalah saw bersabda: 
“penjula dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum 
berpisah” atau dengan sabdanya: “ sampai mereka berpisah, maka 
bila mereka jujur dan saling menjelaskan (kejelasan barang yang 
dijual dan kejelasan harga yang sebenarnya), maka Allah 
memberkahi keduanya dalam transaksi jual-belinya, tetapi bila 
mereka menyembunyikan (kepalasuan/kecacatan) dan melakukan 
penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual-beli 
keduanya”2 
Menurut pandangan Islam  ada aturan-aturan dalam jual beli yakni 
harus ada rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu: 
a. Orang yang berakad. 
                                                             
1Ibid., 83. 
2 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
65 
 



































b. Sighat (Ijab dan Qabul). 
c. Ada barang yang dibeli. 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan oleh jumhur ulama diatas ialah sebagai berikut: 
a. Syarat orang yang berakad 
1) Baligh dan berakal 
2) Yang melakukan akad orang yang berbeda 
b. Syarat yang terkait ijab qobul 
1) Kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari Ijab dan 
Qabul yang diungkapkan scara jelas dan bersifat mengikat. 
c. Syarat barang yang diperjualbelikan 
1) Barang itu suci 
2) Barang itu ada 
3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat 
4) Milik senidiri 
5) Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui 
banyaknya, beratnya dan ukuran-ukuran yang lainnya. 
6)  Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau waktu yang 
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung 
d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 
1) al-thaman adalah modal barang yang seharusnya diterima 
pada pedagang sebekum dijual kepada konsumen. 
 



































2) al-si’r adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat 
Hukum dari jual beli itu mubah yaitu boleh. Namun akan tetapi 
dapat berubah pada waktu tertentu. Semisal menjadi wajib ketika 
terjadinya praktek penimbunan barang sehingga stok barang tersebut 
menjadi langka dan berakibat pada naiknya harga dari barang tersebut, 
maka dalam hal ini pemerintah boleh memaksa untuk menjual barang 
tersebut sesuai dengan harga sebelum naik. Dan menjadi haram ketika 
jual beli tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. 
Dalam melaksanakan kegiatan jual beli harus sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam dan juga berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan. Tanpa adanya unsur gharar maupun tipuan. 
Praktek jual beli hewan kurban yang terjadi di Desa Kureksari 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan menjual hewan kurban 
yang tidak memenuhi syarat/cacat. Sedangkan  pihak pembeli tidak 
mengetahui hal tersebut. 
Tentu ini terkesan tidak adil karena merugikan salah satu pihak 
yaitu pembeli, karena ketidak jelasan informasi/penjelasan tentang 
kecacatan dari penjual tentang hewan kurban yang akan diperjual 
belikan. 
Pelaksanaan jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas didalam 
Alquran, praktek seperti ini telah merugikan orang lain dan merampas 
 



































hak orang lain. Kecurangan seperti ini berdampak didalam kegiatan jual 
beli sehingga menimbulkan efek hilangnya kepercayaan dari pembeli.  
Pelaksanaan jual beli hewan kurban di Desa Kureksari Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena 
terdapat unsur gharar dan tadlis atau tipuan dalam ketidak informasi dari 
penjual. Praktik gharar dan tadlis tidaklah dibenarkan, karena penjual 
hewan kurban tidak memberikan informasi kecacatan hewan kurban yang 
dimilikinya. 
Oleh karena itu penyelesaian didalam syariat Islam praktik 
kegiatan jual beli tersebut harus dihindarkan dengan cara mengikuti 
aturan syariat agama. 
2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap 
Praktik Jual Beli Hewan Kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo. 
Permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu mengenai jual 
beli hewan kurban yang tidak layak atau cacat yang di berikan kepada 
pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli, dalam 
artian penjual tidak menjelaskan secara detail kepada pembeli bahwa 
ada sebagian hewan kurban yang mereka tawarkan tidak memenuhi 
syarat dan ketentuan hewan kurban seperti belum cukup umur, cacat, 
dan tidak sehat. Namun tetap dijual dengan memanfaatkan ketidak 
tahuan pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.  
 



































Penulis telah menjelaskan bagaimana proses jual beli hewan 
kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Kemudian di analisis pada aspek Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017: 
8. Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd 
3) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta 
dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 
4) Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, 
dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara 
elektronik sesuai syariah dan peraturan penrundang-
undangan yang berlaku. 
9. Ketentuan Penutup 
5) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-
syaratnya, maka perjanjiannya batal. 
Dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual 
beli mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan No. 2 yaitu ketentuan terkait 
shigat al- ‘aqd dalam poin No. 1 dijelaskan bahwa akad jual beli harus 
dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh 
penjual dan pembeli. Ketentuan akad jual beli dalam ketentuan No. 7 
point 1 juga dijelaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi 
 



































rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau 
syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa jual 
beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten 
sidoarjo tidak memenuhi unsur yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 
110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Seperti halnya dalam DSN 
MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas 
dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli. Namun dalam 
praktik pelaksanaan jual beli hewan kurban, pembeli tidak 
mendapatkan kejelasan dari penjual terkait hewan kurban yang tidak 
memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban seperti belum cukup 
umur dan mengalami kecacatan.  
Dalam fatwa ini pada poin No. 7 angka 1 menjelaskan bahwa setiap 
akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila 
tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya 
batal. Sedangkan praktik jual beli hewan kurban di desa kureksari 
kecamatan waru kabupaten sidoarjo, penjual dengan sengaja tidak 
menjelaskan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan 
hewan kurban seperti belum cukup umur dan mengalami kecacatan.  
Menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan jual beli hewan 
kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo tidaklah 
diperbolehkan karena terdapat unsur gharar dan tadlis atau tipuan 
dalam ketidak informasi dari penjual. Hal itu tidak dibenarkan karena 
 



































penjual hewan kurban tidak berperilaku jujur dalam memberikan 
informasi kecacatan hewan kurban yang dimilikinya. Sedangkan 
dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, 
menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan 
jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli dan 

























































Berdasarkan uraian penjelasan bentuk permasalahan diatas, maka 
disimpulkan: 
1. Bahwasanya kegiatan praktek jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dapat merugikan 
pembeli. Dengan tidak menjelaskan atau memberikan informasi 
dengan jelas kepada pembeli terkait kecacatan hewan kurban yang 
dimilikinya.  
2. Menurut pandangan hukum Islam, praktek jual beli hewan kurban 
tersebut tidaklah diperbolehkan karena terdapat unsur gharar dan 
tadlis atau tipuan dalam ketidak jelasan informasi dari penjual. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam melarang jual beli yang 
seperti itu. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 tentang jual beli ketentuan No. 2 point 1 dan ketentuan 
No. 7 point 1 menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan 
secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan 









































Seharusnya di dalam praktek jual beli hewan kurban di Desa 
Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam praktek jual 
belinya harus memperhatikan hewan kurban yang telah memenuhi 
ketentuan dan syarat sah hewan kurban agar tidak ada yang merasa 
dirugikan. Dan juga seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah 
setempat mengeluarkan fatwa khusus untuk penyelenggaraan serta syarat 
hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam, agar supaya masyarakat 
mengetahui, memahami dan mengerti tentang hewan kurban yang sah dan 
agar supaya penjual hewan kurban tidak mudah untuk melakukan 
kecurangan dan penipuan. 
Dari ajaran Rasulullah dapat dipelajari bahwasannya beliau selalu 
jujur dalam berdagang sehingga dagangan beliau ramai dengan banyaknya 
pembeli. Dan tidak harus berperilaku curang dengan memanfaatkan 
ketidak tahuan pembeli untuk mendapatkan keuntungan, karna hal itu 
sangat merugikan bagi orang lain. Dengan bersikap jujur penjual akan 
mendapat keberkahan dan hasil yang diperoleh itu halal, karena hal itu 
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